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ABSTRAK

Deden Permana Nofen : Evaluasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kota Padang

Pembimbing :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bapenda Kota
Padang. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berupa penelitian
observasi pada Bapenda Kota Padang untuk mendapatkan informasi terkait evaluasi
serta kendala dalam pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Bapenda Kota
Padang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, obeservasi, dan
wawancara langsung. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah menjadi
sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan
diteliti.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi
pemungutan BPHTB Kota Padang oleh BAPENDA Kota Padang masih belum
mencapai target yang ditetapkan. Pemungutan BPHTB dilakukan menggunakan
sistem Self Assessment System. Dalam pemungutannya terdapat beberapa kendala,
diantaranya (1) Validasi BPHTB yang dilakukan wajib pajak menyebabkan
keterlambatan pembayaran BPHTB; (2) Minimnya pengetahuan wajib pajak
terhadap kewajiban akan BPHTB; (3) Kurangnya sosialisasi yang diterima wajib
pajak terhadap teknis pengisian surat setoran pajak daerah (SSPD). Untuk
menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah melakukan upaya dengan
menerapkan sistem online dan penyuluhan serta sosialisasi tekait regulasi
pemungutan BPHTB kepada masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Pemungutan, BPHTB
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Negara Indonesia sedang mengalami perkembangan di
berbagai aspek demi kesejahteraan bangsa. Indonesia merupakan Negara yang
memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat, dan potensi sumber
daya yang berbeda — beda di setiap daerahnya. Hal itu menjadi suatu kelebihan
tersendiri dan tugas penting bagi pemerintah Indonesia untuk keberhasilan
pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan wewenang
kepada pemerintah daerah untuk dapat mengontrol, mengurus dan mengelola
daerahnya masing — masing yang dikenal dengan Otonomi Daerah. Pemerintah
daerah bertanggung jawab atas proses pemerintahan dan pembangunan lokal
merupakan salah satu prinsip Riil dan tanggung jawab otonomi daerah atas
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di
Indonesia berdasarkan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Tolak ukur dari keberhasilan suatu daerah menjalankan otonomi daerah
dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing
daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dibanding dengan
daerah lain dalam menetapkan strategi pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan berhasil
dalam melaksanakan otonomi daerah dinilai dari suksesnya pembangunan di suatu

daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kontribusi



dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah
berdasarkan Pasal 1 Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan
penerimaan yang diperoleh dari sumber — sumber dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang —
undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber — sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang — undangan
yang berlaku. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena
menjadi salah satu faktor dari berhasilnya pemerintah suatu daerah dapat
membiayai Kkegiatan pemerintah serta pembangunan daerah. Pendapatan Asli
Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain — lain pendapatan asli daerah yang sah
dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan dari asas
desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak
daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan
pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah yang mulai efektif berlaku sejak 1 Januari
2011. Pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan
langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pengalihan
pemungutan BPHTB menjadi pajak daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah suatu Kota / kabupaten (Sari & Rahayu, 2020).



Kota Padang merupakan salah satu Kota yang tanahnya cukup potensial
dalam pembangunan ekonomi daerah. Harga NJOP Di Kota Padang dimainkan oleh
pihak pembeli dan penjual supaya BPHTB kecil, serta adanya pengurangan harga
nilai jual tanah. Oleh karena itu, pada Tahun 2011 pemerintah Kota Padang telah
membuat regulasi hukum yang mengatur tentang BPHTB, yaitu Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPHTB. Sebagai aturan pelaksanaan
PERDA Kota Padang tahun 2011, telah diundangkan Peraturan Walikota Padang
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB.

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB yang
diterima BAPENDA Kota Padang Tahun 2020 s.d 2023

TAHUN TARGET REALISASI PRESENTASE
2020 210.602.178.00 68.991.556.890 32,76 %
2021 301.511.276.600 | 82.469.278.750 27,35 %
2022 201.870.936.163 | 93.003.422.873 46,07 %
2023 206.789.687.930 | 90.475.720.766 43,75 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2023

Pada tabel 1. di atas menjelaskan bahwa target dan realisasi penerimaan
BPHTB dari tahun 2020 sampai 2023 yang tidak mencapai target. Pada tahun ini
pemerintah menetapkan target 206.789.687.930 namun yang terealisasikan hanya
sebesar 90.475.720.766 dengan presentase 43,75%. Fakta yang terjadi di lapangan
dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB belum berjalan sesuai dengan peraturan
yang berlaku dalam prosedur maupun penggunaan sistem, sehingga pencapaian

dalam penerimaan pajak BPHTB belum maksimal.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana evaluasi pemungutan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Padang?
2. Apa kendala dalam pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Padang?
3. Apasolusi yang bisa di berikan dalam menghadapi hambatan dalam pemungutan
BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui evaluasi pemungutan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA) Kota Padang.
3. Untuk mengetahui solusi yang bisa di berikan dalam menghadapi hambatan
dalam pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota

Padang.



D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah:
1. Bagi Peneliti
Agar penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait
penghitungan dan pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Padang.
2. Bagi Instansi
Sebagai bahan masukan bagi Instansi untuk melakukan perbaikan yang
berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Bagi Pihak Lain
a. Masyarakat
Diharapkan masyarakat sadar diri serta mengetahui pentingnya pemungutan
pajak, sehingga masyarakat dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam
perpajakan.
b. Peneliti Selanjutnya
Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu
sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada

bidang dan permasalahan yang serupa.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat kesimpulan

“sebagai berikut:

1. Berdasarkan kriteria efektivitas pemungutan pajak yang berkenaan
dengan judul efektivitas dan pengelolaan pemungutan Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang selama tahun 2020-2021 dam
2022-2023 mengalami penurunan dengan kategori tidak
efektif.,Bapenda sudah melakukan evaluasi dan sudah
memberikan solusi atas proses pemungutan BPHTB.

2. Bapenda tidak menemukan kendala yang terlalu signifikan untuk
pemungutan BPHTB akan tetapi pihak BAPENDA sudah
melakukan proses sosialisasi untuk kendala tersebut, namun
Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang tersebut terdapat
beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah kendala yang
berhubungan dengan wajib pajak, Seperti kurang sadar dan
pahamnya wajib pajak terhadap peraturan Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan terbatasnya sumber
daya manusia yang memahami masalah perpajakan, dan

Penyelesaian terhadap kendala-kendala yang timbul untuk yang
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menyangkut wajib pajak, maka pegawai pajak seharusnya lebih
mensosialisasikan  tentang berbagai macam pajak dan
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal dan
berintegrasi.

3. Solusi yang diberikan oleh pihak BAPENDA sudah dilakukan
semaksimal mungkin dan memiliki dampak positif terhadap
pemungutan pajak BPHTB dengan cara Strategi yang di lakukan
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam pengelolaan
pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) vyaitu Bapenda Kota Padang menentukan pajak
BPHTB vyang harus disetorkan, Bapenda Kota Padang
menentukan berdasarkan letak tanah atau zona tanah, bentuk
bangunan, hal tersebut dilakukan oleh Bapenda Kota Padang guna

meningkatkan pendapatan daerah Kota Padang.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan diatas, maka penelitian
memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian
ini agar kedepannya dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan.
Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:
1. Mungkin dari pihak BAPENDA melakukan evaluasi yang lebih efesien
terhadap pendapatan pemungutan BPHTB supaya target dalam

pemungutan pajak tersebut efesien dan efektif.



47

Dari kendala yang sudah terjadi, mungkin pihak BAPENDA dalamm
meminimalisir semua kendala tersebut dengan cara evaluasi.
Pihak BAPENDA dapt memberikan solusi yang lebih efektif supaya

pemngutan pajak tersebut lebih terealisasi dan mencapai target.
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